Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu








Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan aturan limitasi waktu eksekusi terpidana mati pada 
dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yaitu 
tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi 
memberitahukan kepada terpidana tentang akan 
dilaksanakannya pidana mati, dan adanya toleransi kepada 
terpidana yang sedang hamil baru dapat dilaksanakan eksekusi 
mati setelah 40 (empat puluh) hari anaknya dilahirkan, akan 
tetapi dalam praktiknya ada juga limitasi eksekusi mati bagi 
terpidana mati dengan alasan yuridis dengan dasar Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 dimana dalam Undang-Undang 
tersebut Indonesia menyatakan untuk memberikan bantuan 
timbal balik yang bersifat transnasional dalam masalah pidana. 
Selain alasan yuridis penundaan eksekusi mati juga pernah 
terjadi dengan alasan politis yaitu karena Indonesia menghargai 
hubungan baik dengan negara tetangga. Kasus penundaan 
eksekusi mati Mary Jane dengan alasan yuridis karena Mary 




alasan politisnya adalah bertepatan dengan Konferensi Asia 
Afrika yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. 
2. Permasalahan yang muncul dari aturan limitasi eksekusi pidana 
mati yaitu limitasi dalam pidana mati hanya diberikan kepada 
terpidana yang sedang hamil, belum ada aturan yang mengatur 
limitasi waktu bagi terpidana mati dengan alasan yuridis dan 
alasan politis. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang 
telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pidana mati harus dilaksanakan dengan lebih 
selektif dan cermat baik saat proses di pengadilan maupun saat 
melaksanakan eksekusinya. 
2. Demi kepastian hukum, perlu adanya pengaturan mengenai 
limitasi jangka waktu eksekusi terpidana mati agar tidak terlalu 
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